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1.1 Latar Belakang
Pemberian bantuan menjadi faktor penting dalam sebuah organisasi

pemerintahan, dimana pemberikan layanan kepada

masyar emberian
bantuan S@si  secara
optimal ataupun
instansi ang guna

Hukum Prodeo (2016), menjelaskan bahwa Bantuan diartikan sebagai

pemberian berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu,

keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak' secara terus menerus dan
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selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Bantuan Sosial (Bansos) di jaman Yunani Kuno mengacu kepada tindakan apapun
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yang dilakukan oleh Eihak zang berwenan% untuk membantu m_asgarak;t. Wujud
awalnya berupa pembagian uang atau makanan oleh pihak penguasa yang digunakan
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untuk meraih dukungan dan mencegah kekacauan sosial By S
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Bantuan diperuntukkan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, misalkan
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masalah-masalah kemiskinan. Pemerinfa_h bisa memaksimalkan seluruh bantuan
melalui penyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat miskin. Pemberian uang
kepada individu mungkin bukan menjadi cara yang terbaik untuk mengurangi

kemiskinan, bantuan sosial sepatutnya membangun mental masyarakat miskin untuk



terus mengembangkan diri melalui pekerjaan-pekerjan yang disediakan pemerintah.
Pemberian bantuan bukan hanya untuk masyarakat miskin namun juga untuk
memenubhi infrastuktur suatu daerah dengan melalui pengajuan proposal bantuan.
Pelaksanana pemberian bantuan memiliki standar operasional prosedur yang
telah ditetapkan oleh pemerintahan dan dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada.
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Adapun Proses dalam pemberian bantuan dilakukan dengan sistematis melalui
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prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Standar opera r dibuat

untuk ghindari terjadinya vari an oleh
pegawaif yang akan mengh Pedoman
dalam sunan Stand i kerja di
lingkung@al Kesra dalam

Pemberian bantuan pada bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terbagi menjadi

tiga jenis yaitu bagian bina mental dan keagamaan, bag'ian bina kesra, dan bagian
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pendidikan dan kebudayaan. Secara umum bagian kesra mempunyai tugas
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merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang
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Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dari

tugas yang telah ditetapkan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah menjalankan
’
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tugas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fu i"Tupoksil.

Rakyat (KESRA) sehingga penulis mengangkat judul “ Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Pelaksanaan Pemberian Bantuan pada Bagian Kesra di

kantor Walikota Padang”



1.2 Rumusan Masalah
Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka masalah yang penulis rumuskan yaitu
sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pada bagian

Adaiun tujuan kegiatan magang

pelaksanaan SOP pemberian bantuan pada bagian Kesejahteraan Rakyat

(Kesra) di kantor Walikota Padang.



1.3.2 Manfaat Kegiatan Magang
Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang
berarti bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Manfaat Akademis

walikota

helaksaan
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2. Kantor Walikota Padang bagian Kesra adalah sebagai sebuah unit
lembaga pemerintahan kota yang dapat mengatur segala sesuatu yang

berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat.



Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 2 bulan ( 40 hari kerja) dimulai pada
tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 18 Februari 2018.
1.5 Sistematika Laporan Magang
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Bagian Kesra dikantor Walikota Padang.



BAB V PENUTUP
Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil

pelaksanaan magang serta saran-saran yang berhubungan dengan isi

laporan.




